
SALINAN

LEMBARAN DAERAH
I(ABUPATEN BALANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2AL2

PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2AL2

TET{TANG

PEDOMAN UMUM PEIVIBENTUI{AIV
BADAN USAHA MTLIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan
masyarakat dan desa, serta menumbuh kembangkan
ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha,
pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik
desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi,
pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha
Milik Desa ;

Bahwa untuk menindaklanjuti amanat pasal g i
Peraturan Pemerintah Nomor T2 Tahun 2005
tentang Desa, perlu menetapkan peraturan Daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
tentang Pedoman Umum Badan Usaha Milik Desa;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2AO3 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kabupaten Balangan di provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a265);

Mengingat 1.

b.

C.



2. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437\, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2AO4
tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aSaa\;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20lI Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5B7\ ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabuapaten/Kota ( Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor a7371 ;

8. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun

2AA6 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan

Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan

3.

4.

5.

6.

7.



Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2oor tentang
Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 20A6 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2AA6 tentang pedoman pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan peraturan Desa;

lO.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2OO7 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2AO7 tentang Badan Usaha Milik Desa;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2A1t tentang Pembentukan produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2O1l
Nomor 69fl;

l3.Kesepakatan bersama Menteri Keuangan, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia Nomor
351. 1/KMK.OW l2OO9, Nomor
7l I a3l a/Kep.GBI/ 2AO9 tentang Strategi
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04
tahun 2OO7 tentang Organisasi dan Tata
Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2OO7 Nomor 04);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor A2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);



Dengan Persetujuan Bersama

DEIPAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN UMUM
PEMBENTUI{AN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Balangan;

4. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam

Kabupaten Balangan;

5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD,

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asai usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan



dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat

BPD bersama Kepala Desa;

9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat dengan

BUMDes adalah usaha Desa yang dibentukldidirikan oleh

Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengeloiaannya

dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat;

10. Usaha Desa ad,alah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi

desa seperti usaha jasa penyaluran sembilan bahan pokok hasil

perdagangan, hasii pertanian serta industri dan Kerajinan Ralryat;

11. Direksi adalah organ BUMDes yang bertanggung jawab atas

pengllrusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BuMDes;

12. Perusahaan Desa yang selanjutnya disebut PERUSDES adalah

BUMDES yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa

dan tidak terbagi atas saham-saham;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang seianjutnya disebut

APBDes adaiah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa;

14. Pihak ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Instansi Lembaga Pemerintah dan

Badan Usaha lain baik perorangan, nasional atau asing.

BAB II
PEMBENTUI{AN

Pasal 2

(1) Syarat pembentukan BUMDeS

a. Atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat berdasrkan

musyawarah warga desa;

b. Adanya potensi r-rsaha ekonomi masyarakat;

c. Sesuai dengan pembentukan masyarakat, terutama daiam

pemenuhan kebutuhan Pokok;
d. Tersedianya sumberdaya desa yang belum di manfaatkan secara

optimal terutama kekayaan masyarakat;



e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan

usahasebagaiasetpenggerakperekonomianmasyarakatdesa;
f. Adanya unit-uttit usaha masyarakat yang merun1k11-I**i^'"t'

ekonomiwarga*"*y,,'t.*t,",,*dikelolaSecarapersialdan
kurang terekonomis; dan 

r^*alan rnaqw, lapatan
g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan penc

asii desa.

(2)MekanismepembentukanBUMDessebagaimanadimaksudpada
ayat (1) diiakukan melalui tahaP :

a. Rembuk desa atau *"y^*"'uh untuk menghasiikan

kesePakatan;
b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekr'rrang-

kurangnyaberisiorganisasidantatakerja,penetapanpersonal
sistem pertanggung jawaban dan pelaporan' bagi hasil dan

kePailitan;
c.Pengusuianmaterikesepakatansebagaidraftperaturandesa;dan
d. Penerbitan Peraturan desa'

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Pengelolaan

Pasal 3

Organisasi pengelola BUMDes terpisah

desa.

dari organisasi Pemerintahan

Pasal 4

(1)organisasipengelolaBUMDessebagaimanadimaksuddalampasal3,
paling sedikit terdiri atas :

;. Penasehat atau komisaris ; dan

b. Pelaksana operasional atau direksi;

(2)Penasehatkomisarissebagaimanadimaksudayat(1)hurufa,
dijabat oleh KePala Desa;

(3)Pelaksanaoperasionalataudireksisebagaimanadimaksudpada
ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Direktur atau menejer ; dan

b. KePala unit usaha'



Pasal 5

(1)PengeloiaanBUMDessebagaimanadimaksuddalampasal3
berdasarkan Pada :

a. Anggaran dasar; dan

b. Anggaran rumah tangga'

(2) Anggaran dasar sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a' merrruat

palingsedikitrinciannama,tempatkedudukan,maksuddantujuan
kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan;

(3) Anggaran rumah tangga sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf

b, memuat paling sedikit h"iarn kewajiban pengurus, rnasa bakti

kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian

pengurus, penetapan operasional jenis usaha' dan sumber

permodalan.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban

Pasal 6

(1) penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud daiam pasal 4 ayat

(U huruf a mempunyai *gu'* melakukan pengawasan dan

memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi

dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa;

(2) penasehat atau komisari. a"i.* melaksanakan tugas sebagaimana

d.imaksudpadaayat{i)mempunyaikewenanganmeminta
penjelasanpelaksanaoperasionalataudireksimengenaipengeiolaan
usaha desa' 

Pasar Z

pelaksana operasional atau direksi sebagaimana d'imaksud dalam pasal

4 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas

pengeioiaanusahadesadanm"*akiliBUMDesdidaiamdandiluar
pengadilan.

Pasal 8

(1)PengelolaanBUMDessebagaimanadimaksuddalampasal3,
dilakukan dengan Persyaratan :

a. Pengurus vlt'g tt'pt'gtlaman atau propesional;

b. MendaPat Pembinaan manajemen;

c,Mendapatpengawasanut""t^internalmaupuneksternai;
d.Menganutprinsiptransparansi,akuntabel,dapatdipercayadan

rasional; dan
e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil'



Bagian Ketiga
Jenis usah" dan Permodalan

Pasal 9

(1)BUMDessebagaimanad'imaksuddalampasal2,terdiriatasjenis_
jenis usaha.

(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana pada ayat (1) meliputi :

a. Jasa; ., -

b. Penyaluran sembilan bahan pokok perdagangan hasil pertantan;

dan/atau
c. Perdagangan hasil pertanian; danlatau

d. Industri kecil dan rumah tangga'

(3)Jenis_jenisusahasebagaimanadimaksudayat t2\dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa'

Pasal 1O

(1)Usahajasasebagaimanadimaksuddaiampasalgayat(2)hurufa,
antara lain :

a. Jasa keuangan mikro;

b. Jasa transfortasi;
c. Jasa komunikasi;
d. Jasa konstruksi; dan

e. Jasa energi'
(2) Usaha p.rryilr,." sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 ayat (2) huruf b' antara lain :

a. Beras;
b. Gula;
c. Garam;
d. MinYak goreng;

e. Kacang kedelai; dan

f.Bahanpanganlainnyayangdikelolamelaluiwarungdesaatau
lumbung desa'

(3) Usaha p"ri,gt"gan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam

pasal 9 aYat (2) huruf c, antara lain :

a. Jagung;
b. Buah-buahan;

tor ir.^=fl,T;r".r, kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 ayat (2) huruf d' antara lain :

a. Makanan;
b. Minuman, kerajinan rakYat;

c. Bahan bakar alternatif; dan



d. Bahan bangunan.

Pasal 11

Modal BUMDes berasal dari :

a. Pemerintahan desa;

b. Tabungan masyarakat;
c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

KabuPatenlKota;
d. Pinjaman; dan atau
e. Kerjasama dengan Pihak lain'

Pasal 12

(1) Modal BUMDes berasal; dari Pemerintah desa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 11 huruf a, merupakan kekayaan desa

yang diPisahkan;
(2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana

dalam pasal 11 hurrrf b, merupakan simpanan masyarakat;

(3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

d.alam pasal 11 huruf c, dapat berupa dana pembantuan;

(4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud

dalam pasal 14 huruf d, 'dari pinjaman lembaga keuangan atau

Pemerintah Daerah;
(5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak

lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dapat diperoleh

dari pihak swasta dan/atau masyarakat'

Pasal 13

Modal BUMDes seiain sebagaimana dimaksud dalam pasal I 1' dapat

berasal dari dana bergulir program Pemerintah Daerah yang diserahkan

kepadaDesaataumasyarakatmelaluipemerintahdesa.

Bagian KeemPat
Bagi Hasil Usaha Desa

Pasal 14

Bagi Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud daiam pasal 9, dilakukan

berdasarkan keuntungan bersih usaha'



(1)

Bagian Kelima
Desa Kerjasama

Pasal 15

(1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau

lebih dengan Pihak ketiga;

(2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan daiam satu Kecamatan atau

antar Kecamatan;
(3) Kerjasama ant ar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dirnaksud

padaayatt2)harusmendapatpersetujuanmasing-masing
pemerintahan desa.

Pasal 16

Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18

dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama;

(2) Naskah Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat :

a. Subyek kerjasama;
b. ObYek kerjasama;
c. Jangka waktu;
d. Hak dan Kewajiban;
e. Pendanaan;
f. Keadaan memaksa;
g. PenYelesaian Permasalahan dan

h. Pengalihan'

Pasal 17

Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar (2) desa atau lebih

dalam satu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2)'

disampaikan kepada camat paling lambat (14) hari sejak ditanda

tangani.

Bagian Keenam
Laporan Pertanggung Jawaban

Pasal 18

(1) Pelaksanaan OPerasional

pertanggun gi awaban Pelaksanaan

atau Direksi melaPorkan

BUMDes kePada KePaia Desa;
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(2) Kepala desa
dalam forum

melaporkan Pertanggungj awaban

musyawarah desa.

BUMDes kePada BPD

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 19

(1) Bupati meiakukan pembinaan' monitoring' evaluasi' upaya

pengembanganmanajemendansumberdayamanusiasertaprakarsa

dalam permodalan yang ada di pedesaan;

(2) Kepala Desa mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan BUMDES

diwilaYah kerjanYa'

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 2O

(UBPDdanataupengawasinternalyangdibentukmelaluimusyawarah
desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDeS;

(2}InspektoratKabupatenmelakukanpengawasanataspengelolaan
BUMDes.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ha}-hal yang belum diatur d,alam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai teknis pelaksan.r.r.y*.iiu* diu.t , dengan Peraturan Bupati'

Pasal22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini den[at p.rempatannya dalam lembaran Daerah

Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3O Januari 2OL2

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Januan 2072

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OII
sesuai dengan aslinYa. NOMOR 03

Setda Kab. Balangan,
n Hukum,

RIN, SH
(rvlb)

1019 199203 1 002
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